
RANCANGAN  

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  8 TAHUN  2024  

TENTANG  
PERUBAHAN  KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  

NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  

 
 
Menimbang    :  a.  bahwa  untuk mendukung kelancaran Impor Barang 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Impor sebagaimana te lah  beberapa kali 
diubah  terakhir dengan  Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, perlu 

dilakukan perubahan;  
  b.  bahwa be rdasark an pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ; 

 

Mengingat     :  1.    Pasal 17  ayat ( 3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Ind onesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564) ; 

3.  Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebag aimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor  17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor  
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  
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4.  Unda ng-Unda ng Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
5.  Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indon esia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512)  sebagaimana telah 

diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 20 23 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi  Undang -Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 23 Nomor 4 1,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ); 
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 32  Tahun 200 9 tentang 

Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 9 Nomor  61 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4998 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 
Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republi k 

Indon esia Tahun 2015 Nomor 279 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5768 ); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan 
Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 14 3, Tamb ahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5175) ; 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indone sia Nom or 6617);  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peratura n Pemer intah 
Nomor 46 Tahun 2023 tentang  Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891) ; 
10.  Peratu ran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) ; 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang 
Penyelen ggaraan  Kawasan  Ekonomi Khusus ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6652);  
12.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
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Pelabuhan Bebas (Lembar an Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6653);  

13.  Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);  

14.  Peraturan Men teri Pe rdagangan Nomor 29  Tahun 202 2 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022  Nomor 492 ); 

15.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Ne gara 
Republi k Indonesia Tahun 2023 Nomor 981)  

sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 234 ); 

 

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan   :   PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG 

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR . 
 

Pasal I  

Beberapa ke tentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan 

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
981) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perda gangan Nomor 7 Tahu n 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234 ) 
diubah sebagai berikut:  

 
1.  Ketentuan judul Paragraf 4 Bagian Kesatu B AB IX 

di ubah , sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Paragraf 4  

Impor  Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia , Barang 
Kiriman Pribadi, Barang  Pribadi Penumpang, Barang 

Pribadi Awak Sarana  Pengangkut , Barang Pelintas Batas , 
Barang Pindahan  Warga Neg ara Indonesia dan W arga 

Negara Asing , serta  Barang Kiriman Jemaah  Haji Melalui 
Penyelenggara Pos  

 

2.  Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), dan ay at (8) Pasal 34 
diubah , dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2 

(dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7 b) sehingga Pasal 
34 berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal  34  

(1) Impor Barang k iriman pekerja migran Indonesia,  
Barang kiriman pribadi, Barang pribadi penumpang,  

Barang pribadi awak sarana pengangkut , Barang 
pelintas batas , Barang pindahan Warga Negara 
Indonesia  dan Warga Negara A sing , serta Barang 

kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos  
dapat dilakukan terhadap:  

a. Barang bebas Impor; dan/atau  
b.  Baran g yang dibatasi Impor . 

(2) Impor  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan d i bidang kepabeanan.  

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diimpor dalam keadaan baru dan/atau keadaan 

tidak baru .  
(4) Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan 
terhadap barang yan g terkait dengan ke amanan, 
keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan 

hidup.  
(5) Barang yang terkait dengan keamanan, 

keselamatan, kesehatan, dan/a tau lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) meliputi  

kelompok Barang yang tercantum dalam Lampiran I  
dan Lampiran II ya ng merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(6) Selain Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) 
untuk Impor Barang kiriman pribadi, Barang 

pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga 
Negara Asing tidak dapat dilakuk an untuk 

kendaraan bermotor.  
(7) Impor Barang kiriman p ekerja migran Indonesia , 

Barang kiriman pribadi, Barang pribadi penumpang,  

Barang  pribadi  awak sarana pengangkut , Barang 
pelintas batas , Barang pindahan Warga Negara 

Indonesia dan Warga Negara Asing , serta  Barang 
kiriman jem aah haji melalui penyelenggara pos  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
dari pemenuhan NIB yang berlaku sebagai API.  

(7a)  Pemasukan Barang bawaan pribadi penumpang 

berupa telepon seluler , komputer genggam  
(handheld ), dan  komp uter tablet dari lu ar Daerah 

Pabean ke dalam KPBPB paling banyak 2 (dua) unit 
per orang untuk 1 (satu) kali kedatangan  dalam 

jangka waktu 1 (sat u) tahun.  
(7b) Pemasukan Barang kiriman pribadi berupa telepon 

seluler, komputer genggam ( handheld ), dan 
kompute r tablet dari luar Daerah Pabean ke dalam 
KPBPB paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman.  

(8) Dalam hal Impor Barang kiriman pekerja migran 
Indonesia , Barang kiriman pribadi, Barang pribadi 

penumpang,  Barang pribadi awak sarana 
pengangkut , Barang pelintas bat as, Barang 

pindahan  Warga Negara Indonesia dan Warga 
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Negara Asing , serta Barang kiriman jemaah haji 

melalui penyelenggara pos  dilakukan atas Bar ang 
yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, Impor dikecualikan dari:  
a. Perizinan Berusaha  di bidang Impor;  
b.  Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau  

c. ketentuan  pembatasan  pelabuhan  tujuan.  
(9) Impor Barang pelintas batas  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian 
bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  
 

3.  Ketentua n Lampiran I diubah,  sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per aturan 

Menteri ini.  
 

4.  Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang  
merupakan bagian t idak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  
 

5.  Ketentuan Lampiran IV diubah,  sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  

 

6.  Ketentuan Lampiran V  diubah,  sehing ga menjadi 
sebagaim ana tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  

 
7.  Ketentuan Lampiran VI diu bah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat uran 
Menteri ini.  

 
8.  Ketentuan Lampiran VII  diubah,  sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  

 
Pasal II  

1.  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
a. Barang sebagaimana terc antum dalam Lampira n I 

dan Lampiran II yang telah tiba di pelabuhan tujuan 
sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan 
berlakunya Peraturan Menter i ini, dapat dilakukan 

importasi setelah memenuhi ketentuan kebijakan 
dan pengaturan Impor dalam Peraturan Mente ri ini.  
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b.  Dalam hal B arang sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a  dikenai kewajiban Verifikasi atau 
Penelusuran Teknis, pelaksanaan Verifikasi atau 

Penelusuran Teknis dapat dilakukan di Kawasan 
Pabean di pelabuhan tujuan atau Kawasan Pabean 
lainnya.  

c. Barang sebag aimana dimaksud dal am huruf a 
berupa besi atau  baja , baja paduan, dan produk 

turunannya, serta tekstil dan produk tekstil 
dikecualikan dari kete ntuan kebijakan dan 

pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini . 
d.  Barang sebagaimana dimaksud dalam  huruf c dapa t  

dilakukan import asi dengan memenuhi kewajiban 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis  dan dibuktikan 
dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).  

e. Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud dalam  
huruf c dikenai kewajiban Verifikasi atau 

Penelusuran Teknis , pel aksanaan Verifikasi  atau 
Penelusuran Teknis dapat dilakukan di Kawasan 
Pabean di pelabuhan tujuan atau Kawasan Pabean 

lainnya.  
f. Dalam hal  pelaksa naan Verifikasi atau Penelusuran 

Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan 
huruf e tidak dapat dilakukan di Kawasan Pabean 

pelabuhan tujuan atau Kawasan Pabean lainnya, 
pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis 
dapat dilakukan di tempat lain di dalam Daerah 

Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang kepabeanan.  

g. Ketentuan mengenai penerbitan Persetuj uan Impor 
bahan baku pelumas dan katup sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 36 Tahun 20 23 tentang 
Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) 
sebagaimana te lah diubah beberapa  kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 
2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 234), dinyatakan  masih tetap berlaku untuk 
bahan baku pelumas dan katup paling lama 1 (satu ) 

bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Mente ri 
ini.  

h.  Ketentuan mengenai Impor bahan baku pelumas 
dan katup sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I mulai berla ku setelah 1 (satu ) bulan terhitung 

sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.  
i.  Persetujuan Impor bahan baku pelumas dan katup 

yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai 

kebijakan dan pengaturan Impor  sebelum 
berlak unya Peraturan Ment eri ini , dinyatakan  tetap 
berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir 
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dan tidak dikenai kewajiban Verifikasi atau 

Penelusu ran Teknis.  
 

2.  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada  tanggal 
diundangkan.   

 

Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan 
pengun dangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  17 Mei 2024  

 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA , 

 
ttd.  

 
ZULKIFLI HASAN  

 

 
Diundangkan di Jakarta  

pada tan ggal 17 Mei 2024  
 

DIREKTUR JEND ERAL 
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  
 

     ttd.  
 

ASEP N. MULYANA  
 
 

BERITA  NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024  NOMOR  265  
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